HUBUNGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA by DYAH AYU RAMADHANI, -
 
 
DYAH AYU RAMADHANI, 2018 
HUBUNGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI 
INDONESIA  
universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Penelitian ini menguji hubungan kinerja keuangan dengan akuntabilitas 
kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan sampel sebanyak 29 Provinsi dan 
menggunakan data tahun 2010-2015. Berdasarkan hasil pembahasan dan 
penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perhitungan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia selama 
tahun 2010-2015 memberikan hasil bahwa rasio kemandirian pada 
Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2015 cenderung mengalami 
peningkatan dengan rata-rata sebesar 143,31%.  
Rasio efektivitas pada Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2015 
cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 113,19%.  
Rasio pengelolaan belanja pada Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-
2015 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 102,49%. 
Nilai rasio pengelolaan belanja diatas 100% menunjukkan bahwa rata-rata 
Provinsi di Indonesia mengalami surplus, yakni pendapatan daerah lebih 
besar daripada belanja daerah. 
Rasio aktivitas pada Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2015 yakni 
rasio belanja rutin terhadap APBD cenderung stabil dengan rata-rata 
sebesar 80,64% dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD 
cenderung stabil dengan rata-rata sebesar 19,28%. Nilai rasio belanja rutin 
terhadap APBD yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah 
Provinsi masih memprioritaskan dananya untuk belanja rutin dibandingkan 
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2. Secara simultan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian, 
rasio efektivitas, rasio pengelolaan belanja dan rasio aktivitas berpengaruh 
positif dengan akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal tersebut berarti  
peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi yang diukur dengan 
rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pengelolaan belanja dan rasio 
aktivitas secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas 
kinerja Pemerintah Provinsi. 
3. Kemandirian berhubungan positif dengan akuntabilitas kinerja pemerintah. 
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian Pemerintah Provinsi 
akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi. 
4. Efektivitas berhubungan negatif dengan akuntabilitas kinerja pemerintah. 
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas Pemerintah Provinsi 
akan menurunkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi atau 
sebaliknya.  
5. Pengelolaan belanja tidak berhubungan dengan akuntabilitas kinerja 
pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan 
pengelolaan belanja Pemerintah Provinsi tidak berhubungan dengan 
akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi. 
6. Rasio aktivitas yakni belanja rutin terhadap APBD berhubungan positif 
dengan akuntabilitas kinerja pemerintah yang menunjukkan bahwa 
peningkatan belanja rutin terhadap APBD Pemerintah Provinsi akan 
meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi. Sedangkan rasio 
aktivitas yakni belanja pembangunan terhadap APBD berhubungan negatif 
dengan akuntabilitas kinerja pemerintah yang menunjukkan bahwa 
peningkatan belanja pembangunan terhadap APBD Pemerintah Provinsi 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil temuan, pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian 
ini maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak, yakni sebagai berikut: 
1. Untuk Pemerintah 
a. Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan 
pengelolaan keuangan daerahnya diantaranya dengan cara 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 
pelatihan atau menggunakan bantuan sistem informasi anggaran dan 
keuangan daerah, agar seluruh aspek kinerja keuangan dapat 
meningkat setiap tahunnya.  
b. Terus memperbaiki akuntabilitas serta pertanggungjawaban 
pemerintah, diantaranya dengan cara terus meningkatkan kemampuan 
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) agar dapat meningkatkan peringkat akuntabilitas kinerja 
pemerintah yang diterima. 
2. Untuk Penelitian Selanjutnya 
a. Menggunakan rasio-rasio keuangan lainnya seperti rasio efisiensi, 
rasio pertumbuhan dan Debt to Service Coverage Ratio (DSCR) untuk 
mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah. 
b. Mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, geografi dan demografi 
dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah agar 
mendapatkan hasil yang lebih akurat. 
c. Menggunakan data akuntabilitas kinerja pemerintah dari sumber selain 
nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP). 
 
 
 
